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BAB I 

 

 PENDAHULUAN  

 

 

1.1. Latar Belakang 

Judul yang diangkat adalah Perencanaan dan Perancangan Kantor Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Terpadu Kota Palembang, yang terintegrasi 

dengan Kantor Walikota Palembang dikarenakan seluruh Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) Kota Palembang bertanggung jawab langsung 

kepada Walikota dan guna memperkuat pengawasan internal Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) terhadap kinerja pelayanan publik di Kota 

Palembang. 

Selain itu kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah  (SKPD) Kota Palembang 

terkait dengan pelayanan perizinan dan kependudukan yang masih menyebar 

membuat proses birokrasi berjalan lama dan rumit. Ditambah dengan adanya 

agenda prioritas pemerintah yang disebut Nawacita yang terletak pada point 

ke-2 yaitu perbaikan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kompetensi 

aparatur, memperkuatmonitoring dan supervisi atas kinerja pelayanan publik, 

serta membuka ruangpartsipasi publik melalui citizen charter dalam UU 

Kontrak Layanan Publik. 

Bisa di lihat pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang 2011-

2030 pada bab III Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota Palembang Hal 1-2  

bahwa lokasi peruntukan lahan untuk fungsi perkantoran hanya terdapat pada 

Pusat Pelayanan Kota (PPK) Pusat Kota (Jalan Merdeka) dan Pusat Pelayanan 

Kota (PPK) Jakabaring yang kemudian lebih di spesifikasikan lagi bahwa area 

Jakabaring diperuntukan untuk perkantoran tingkat Provinsi Sumatera Selatan, 

Sehingga lahan yang diperuntukan untuk Pemerintah Kota Palembang berada 

di area Pusat Pelayanan Kota (PPK) Pusat Kota (Jalan Merdeka). 

Ditambah lagi dengan sudah adanya rencana pemerintah untuk 

membangun Kantor Pemerintah Daerah Terpadu di Jalan Merdeka sesuai 
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dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Jalan Merdeka Di kota 

Palembang. 

Standar Perencanaan dan Perancangan Kantor Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) Terpadu Kota Palembang menggunakan beberapa peraturan 

pemerintah yaitu Peraturan Menteri Keuangan No 07/PMK.06/2016 tentang 

standar barang dan standar kebutuhan barang milik negara berupa tanah 

dan/atau bangunan, Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 2011 tentang 

Pembangunan Gedung Negara dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 

06 tahun 2008 tentang Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan. 

Dan pada tapak sendiri terdapat bangunan heritage yang tetap akan 

digunakan namun dialih fungsikan yang sebelumnya berupa kantor dinas dan 

sekarang akan digunakan menjadi kantor pelayanan terpadu. Lalu bagaimana 

cara mengkombinasikan antara bangunan heritage yang sudah ada dengan 

bangunan baru yang akan direncanakan tetapi dengan fungsi yang berbeda. 

Permasalahan desain pada Perencanaan dan Perancangan Kantor Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Terpadu Kota Palembang adalah bagaimana 

menciptakan ruang yang fleksibel dengan pengguna bangunan yang sangat 

banyak dan juga kantor ini memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai tempat 

pelayanan publik dan sebagai kantor untuk beberapa Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) Kota Palembang sehingga dibutuhkan Zonasi Ruang yang 

dapat membedakan area publik dan area private di dalam bangunan nantinya 

 

1.2. Rumusan Permasalahan 

Adapun permasalahan dalam Perencanaan dan Perancangan Kantor 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Terpadu Kota Palembang adalah 

Bagaimana bangunan bisa menjadi media untuk meningkatkan efektifitas 

pelayanan publik dan monitoring Supervisi kinerja pelayanan publik dengan 

memperhatikan fleksibilitas ruang sehingga tercipta koordinasi yang baik 

antar ruang dengan fungsi-fungsi ruang yang berbeda serta Mengatasi 

keterbatasan lahan untuk membangun beberapa SKPD yang belum memiliki 

kantor tetap sehingga dapat Mempercepat akses menyangkut masalah 

kemacetan kota. 
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1.3.Tujuan dan Sasaran 

1.3.1. Tujuan 

1. Merencanakan dan merancang Kantor Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) Terpadu Kota Palembang yang mampu mewadahi 

kegiatan pelayanan publik yang aman dan nyaman sehingga proses 

birokrasi dapat berjalan cepat dan lancar. 

2. Merencanakan dan merancang Kantor Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) Terpadu Kota Palembang yang mengutamakan 

fleksibilitas ruang sehingga koordinasi antar SKPD berjalan cepat 

dan lancar. 

1.3.2. Sasaran 

Agar terwujudnya sarana dan prasarana perkantoran yang lebih 

refresentatif yang sesuai dengan salah satu visi kota Palembang yaitu 

pembangunan kota Palembang sebagai Kota metropolitan bertaraf 

Internasional ,Beradat dan Sejahtera, Palembang Emas 2018 dan 

sejalan dengan Sembilan Agenda Prioritas (Nawacita) Pemerintahan 

Republik Indonesia. 

 

1.4.Ruang Lingkup Perencanaan 

Adapun ruang lingkup yang akan dibahas pada perencanaan perancangan 

Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Terpadu Kota Palembang 

adalah : 

 Mengenali objek yang akan dirancang baik dari kelembagaan sampai pada 

bangunan serta standar sarana dan prasarana yang ditetapkan. 

 Menganalisa objek kasus yang dapat dijadikan sebagai titik tolok dalam 

perencanaan perancangan Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

Terpadu Kota Palembang. 

 Menyusun konsep yang nantinya dipergunakan dalam perencanaan desain 

Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Terpadu Kota Palembang. 
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1.5.Sistematika Pembahasan 

Pembahasan pada penulisan ini terbagi menjadi lima tahap, yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisikan mengenai latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan, 

ruang lingkup pembahasan serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Berisikan mengenai kelembagaan objek yang dipilih seperti 

pengertian, organisasi kelembagaan, tugas pokok, pengguna 

bangunan, bagaimana dan apa saja perkembangan dinas-dinas 

instansi Kota Palembang, disertai gambaran umum dari Kota 

Palembang. 

BAB III METODE  PERANCANGAN 

 Berisikan mengenai pengertian tema, apa yang menjadi latar 

belakang dari pemilihan tema, tinjauan tema yang dipergunakan, 

serta bagaimana interpretasi tema. 

BAB VI ANALISA PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

 Analisa yang dibahas dalam bab ini mengenai: 

 Permasalahan Internal Bangunan 

Seperti : analisa ruang (kebutuhan dan besaran ruang, 

organisasi ruang, hubungan ruang), utilitas,struktur. 

 Permasalahan Eksternal Bangunan 

Seperti : analisa tapak (pemilihan site dan alternatifnya, 

kondisi lahan, kondisi lingkungan alamiah), analisa bentuk, 

utilitas dan tata hijau. 

BAB V KONSEP PERANCANGAN 

Bab ini berisikan mengenai konsep perancangan yang 

dipergunakan. Konsep tersebut antara lain : konsep dasar, tata 

bangunan luar, bentuk bangunan, konsep struktur serta mechanical-

electrical. 
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